Jurnal Tana Mana

Vol. 7 No. 2, August 2026
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Problematika Hak Bantuan Hukum Sebelum Penetapan Tersangka
dalam Perspektif KUHAP Baru

Sulthani'*, Andi Cakra Cindrapole!, Andi Alfatih Dindra Kasih?
1niversitas Muslim Indonesia, Indonesia

&) Sultani.Sultani@umi.ac.id 1*

ARTICLE INFO
Received
26 April 2026,
Revised
13 Juni, 2026,
Accepted
6 Agustus 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hak bantuan hukum terhadap
seseorang yang diperiksa sebelum penetapan tersangka serta merumuskan model
perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip due process of law. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan
melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan
interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan konstitusional. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemeriksaan seseorang tanpa status tidak dengan sendirinya
bertentangan dengan prinsip due process of law, sepanjang disertai jaminan
perlindungan hak yang jelas. Namun, pengaturan yang ada masih menimbulkan
ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum, sifat wajib atau sukarela
pemeriksaan, nilai keterangan yang diberikan, serta akibat hukum apabila hak
orang yang diperiksa dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi
pengaturan berbasis risiko pemeriksaan, bukan hanya berbasis status formal.
Rekonstruksi tersebut mencakup kewajiban pemberitahuan tujuan dan sifat
pemeriksaan, hak berkonsultasi dan didampingi advokat, hak menolak menjawab
pertanyaan yang memberatkan diri sendiri, penghentian sementara pemeriksaan
ketika arah pemeriksaan berubah menjadi dugaan keterlibatan pidana, perekaman
pemeriksaan, pemberian salinan berita acara, serta pengesampingan keterangan
yang diperoleh melalui pelanggaran hak. Model ini dapat menjaga keseimbangan
antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Bantuan Hukum; Pemeriksaan Tanpa Status; Tersangka; KUHAP Baru;
Due Process of Law.
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PENDAHULUAN

Hukum acara pidana pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat
aturan yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengungkap dan menindak
tindak pidana.(Roberts, 1988) Hukum acara pidana juga merupakan instrumen pembatas
kekuasaan agar proses penegakan hukum tidak mengorbankan hak asasi manusia. Dalam
proses peradilan pidana, negara melalui penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim
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memiliki kewenangan yang besar terhadap kebebasan, kehormatan, serta kedudukan
hukum seseorang. Ketimpangan posisi antara individu dan aparat penegak hukum tersebut
menyebabkan setiap tindakan pemeriksaan harus disertai jaminan prosedural yang jelas.
Salah satu jaminan yang penting ialah hak memperoleh bantuan hukum atau pendampingan
advokat sejak tahap awal seseorang berhadapan dengan proses hukum.

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari prinsip persamaan di hadapan
hukum, kepastian hukum yang adil, dan proses hukum yang semestinya atau due process of
law. Kehadiran advokat tidak semata-mata diperlukan ketika seseorang telah didakwa dan
diperiksa di persidangan, tetapi juga pada tahap awal pemeriksaan ketika arah suatu
perkara dan kedudukan hukum seseorang mulai dibentuk. Pada tahap tersebut, seseorang
berpotensi memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk
menetapkannya sebagai tersangka.(Clooney & Webb, 2021) Oleh karena itu, bantuan
hukum harus dipahami tidak hanya sebagai sarana pembelaan setelah seseorang resmi
berstatus tersangka, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap intimidasi,
pertanyaan yang menjerat, kesalahan prosedur, serta penggunaan keterangan yang
diperoleh tanpa pemahaman hukum yang memadai.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana merupakan bagian penting dari pembaruan sistem peradilan pidana
Indonesia. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Salah satu tujuan pembentukannya adalah
memperkuat perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan
penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat kedudukan advokat dalam proses peradilan
pidana.(Sundari, 2014) Pembaruan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi
hukum acara pidana menuju sistem yang lebih memperhatikan hak asasi manusia, keadilan
restoratif, dan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan
individu.

Penguatan perlindungan tersebut antara lain terlihat dalam Pasal 142 KUHAP baru
yang memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memilih, menghubungi, dan
memperoleh pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Pasal 143 juga
memberikan hak kepada saksi untuk memperoleh pendampingan advokat, bantuan hukum,
memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, serta
menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.(Fauzi &
Ningtyas, 2018) Selanjutnya, Pasal 154 mengatur pemberian bantuan hukum bagi
tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu pada setiap
tahap pemeriksaan. Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan perluasan subjek
yang mendapatkan perlindungan dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya, yang pada
dasarnya menempatkan hak bantuan hukum terutama pada tersangka dan terdakwa.
Meskipun demikian, perluasan perlindungan tersebut menyisakan persoalan dalam Pasal
22 ayat (1) KUHAP baru. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik
untuk memanggil atau mendatangi seseorang guna memperoleh keterangan tanpa terlebih
dahulu memberikan status kepada orang tersebut sebagai tersangka atau saksi. Pengaturan
ini menimbulkan kategori subjek hukum yang tidak dirumuskan secara jelas, yaitu
“seseorang” yang diperiksa dalam tahap penyidikan tetapi belum berstatus sebagai
tersangka ataupun saksi. Pada satu sisi, orang tersebut telah masuk ke dalam proses
penyidikan dan keterangannya dapat memengaruhi arah penyelesaian perkara. Pada sisi
lain, berbagai hak prosedural dalam KUHAP baru justru dilekatkan pada status tertentu,
terutama tersangka, terdakwa, saksi, dan korban.(Suhariyanto & Mustafa, 2022)

Keadaan tersebut dapat menciptakan kekosongan atau ketidakjelasan perlindungan
hukum. Seseorang yang dipanggil berdasarkan Pasal 22 ayat (1) belum tentu dapat secara
langsung menggunakan hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 142 atau hak saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 143. Pada saat yang sama, ia dapat diminta menjelaskan
fakta, tindakan, transaksi, komunikasi, atau hubungan tertentu yang kemudian digunakan
oleh penyidik untuk menilai keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.(Raharjo et al,,
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2016) Apabila keterangan tersebut ternyata memberatkan dirinya sendiri, orang tersebut
berada dalam posisi yang rentan karena memberikan keterangan sebelum memperoleh
kepastian mengenai status, hak untuk didampingi advokat, hak untuk menolak menjawab,
dan akibat hukum dari keterangan yang disampaikannya.

Persoalan tersebut semakin penting apabila dibedakan antara pengertian bantuan
hukum dalam arti teknis dan bantuan hukum dalam arti luas. Pasal 1 angka 25 KUHAP baru
mendefinisikan Bantuan Hukum sebagai jasa hukum secara cuma-cuma yang diberikan
kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak
mampu(Hodgson, 2011). Sementara itu, pendampingan advokat merupakan jasa hukum
yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang secara tegas disebutkan dalam KUHAP. Dalam
penelitian ini, hak bantuan hukum digunakan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu hak
seseorang memperoleh nasihat, konsultasi, dan pendampingan advokat ketika memberikan
keterangan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi dirinya.(Heard &
Shaeffer, 2011) Pengertian tersebut penting karena persoalan yang muncul bukan hanya
mengenai siapa yang membayar jasa advokat, melainkan mengenai kapan perlindungan
hukum mulai melekat kepada seseorang.

Secara konseptual, status hukum tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda
perlindungan terhadap hak-hak dasar seseorang. Risiko terjadinya pelanggaran hak tidak
selalu muncul setelah penetapan tersangka, tetapi dapat muncul sejak pertanyaan pertama
diajukan oleh penyidik. Keterangan yang diberikan pada tahap awal dapat menentukan
arah penyidikan, digunakan untuk mencari alat bukti lain, atau dijadikan dasar dalam
menetapkan seseorang sebagai tersangka.(Cape & Hodgson, 2014) Dalam konteks tersebut,
hak untuk memperoleh pendampingan advokat berkaitan erat dengan prinsip nemo tenetur
se ipsum accusare, yaitu seseorang tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan yang
memberatkan dirinya sendiri. Prinsip tersebut juga berkaitan dengan hak atas pemeriksaan
yang adil dan larangan memaksa seseorang memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri
sebagaimana dikenal dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang
telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di sisi lain, Pasal
22 ayat (1) dapat dipandang sebagai instrumen yang diperlukan penyidik untuk
memperoleh informasi awal secara fleksibel sebelum menentukan kedudukan hukum
seseorang. Penentuan status yang terlalu dini dapat berisiko melahirkan kesimpulan yang
prematur dan menghambat proses pemetaan fakta.(Jackson, 2016) Pihak pemerintah dalam
persidangan pengujian KUHAP juga berpandangan bahwa ketentuan tersebut harus dibaca
secara sistematis dengan aturan pemanggilan yang mensyaratkan surat panggilan yang sah
dan alasan pemanggilan yang jelas. Dari sudut pandang ini, pemeriksaan tanpa penentuan
status tidak selalu dimaksudkan untuk mengurangi hak seseorang, melainkan untuk
memberikan ruang kepada penyidik agar terlebih dahulu memahami hubungan seseorang
dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Argumentasi tersebut dapat diterima dari perspektif efektivitas penyidikan, tetapi
belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan perlindungan hak. Surat panggilan yang sah
dan alasan pemanggilan yang jelas hanya memberikan kepastian mengenai dasar kehadiran
seseorang, tetapi belum otomatis menjelaskan kedudukan hukumnya, ruang lingkup hak
yang dapat digunakannya, dan akibat dari keterangan yang diberikan. Selain itu, ketentuan
mengenai pemanggilan dalam Pasal 26 KUHAP baru secara eksplisit ditujukan kepada
tersangka dan/atau saksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan
tersebut diterapkan terhadap “seseorang” yang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) justru belum
diberikan status sebagai tersangka atau saksi.(Giannoulopoulos, 2016) Dengan demikian,
masih terdapat ketidaksinkronan antara kewenangan penyidik untuk memeriksa seseorang
tanpa status dan pengaturan mengenai subjek yang berhak memperoleh perlindungan
prosedural.

Ketidakjelasan status tersebut berpotensi menimbulkan beberapa akibat. Pertama,
seseorang tidak mengetahui apakah ia dipanggil sebagai pihak yang hanya mengetahui
suatu peristiwa atau sebagai pihak yang sedang diarahkan menjadi tersangka. Kedua,

325



ketidaktahuan tersebut dapat memengaruhi keputusan untuk memberikan keterangan
tanpa didampingi advokat. Ketiga, penyidik dapat memperoleh informasi yang
memberatkan seseorang sebelum hak-haknya sebagai tersangka diberitahukan. Keempat,
terdapat kemungkinan perbedaan penerapan antarlembaga atau antarpenyidik karena
KUHAP tidak memberikan standar yang terperinci mengenai hak orang yang diperiksa
tanpa status.(W.-]. Verhoeven, 2014) Keadaan ini dapat mengurangi kepastian hukum dan
membuka ruang penyalahgunaan prosedur, meskipun tindakan tersebut secara formal
dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang.

Persoalan konstitusionalitas Pasal 22 ayat (1) telah diajukan ke Mahkamah
Konstitusi. Para pemohon dalam Perkara Nomor 2/PUU-XXIV/2026 antara lain
mempersoalkan kemungkinan pemeriksaan seseorang tanpa status hukum yang jelas dan
meminta agar norma tersebut dimaknai dengan kewajiban menentukan status sebagai
tersangka, calon tersangka, atau saksi. Dalam persidangan pada 17 Juni 2026, Mahkamah
mendengarkan keterangan ahli dari Presiden yang mempertahankan perlunya fleksibilitas
penyidik dalam memperoleh informasi sebelum menentukan status hukum seseorang.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Pasal 22 ayat (1) bukan
semata-mata persoalan teknis penyidikan, tetapi telah menjadi persoalan konstitusional
mengenai kepastian status, perlindungan diri, dan proses hukum yang adil.(Daly & Conway,
2021)

Isu ini juga memperlihatkan bahwa pembaruan KUHAP belum cukup dinilai hanya
berdasarkan bertambahnya daftar hak tersangka dan saksi. Perlindungan hukum harus
dinilai berdasarkan efektivitasnya pada saat seseorang berhadapan langsung dengan
kekuasaan penyidikan. Hak yang baru diberikan setelah seseorang ditetapkan sebagai
tersangka dapat menjadi terlambat apabila keterangan yang memberatkan dirinya telah
diperoleh sebelum penetapan tersebut. Sebaliknya, mewajibkan penyidik menetapkan
status tersangka sebelum memperoleh informasi yang cukup juga berisiko bertentangan
dengan prinsip kehati-hatian.(Cusack & Dehaghani, 2025) Oleh karena itu, persoalan
utamanya bukan semata-mata apakah status harus diberikan sejak awal, melainkan
bagaimana membentuk mekanisme yang tetap memberikan fleksibilitas kepada penyidik
tanpa menghilangkan perlindungan hak orang yang diperiksa.

Sejumlah pembahasan mengenai bantuan hukum umumnya berfokus pada
pendampingan tersangka dan terdakwa, kewajiban negara memberikan bantuan hukum
bagi masyarakat miskin, atau peran advokat dalam pemeriksaan. Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 juga menempatkan bantuan hukum sebagai bentuk tanggung jawab negara
dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi orang miskin. Namun, persoalan mengenai
kedudukan dan hak seseorang yang telah diperiksa dalam tahap penyidikan tetapi belum
dikategorikan sebagai tersangka atau saksi menghadirkan isu yang berbeda. Subjek
tersebut berada di antara kepentingan penyidik untuk mengumpulkan informasi dan
kebutuhan individu untuk melindungi dirinya dari kemungkinan kriminalisasi atau
pemberian keterangan yang memberatkan dirinya sendiri.(Shahlaei, 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan rekonstruksi terhadap pengaturan hak
bantuan hukum dalam pemeriksaan sebelum penetapan tersangka. Rekonstruksi tidak
harus dilakukan dengan mewajibkan penyidik menetapkan semua orang sebagai tersangka
atau saksi sebelum pemeriksaan. Perlindungan dapat dirumuskan melalui kewajiban
penyidik untuk memberitahukan tujuan dan potensi kedudukan orang yang diperiksa,
memberikan hak konsultasi dengan advokat sebelum pemeriksaan, menjamin hak menolak
menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan diri sendiri, merekam pemeriksaan, serta
melarang penggunaan keterangan yang diperoleh dengan melanggar hak-hak tersebut.
Model ini dapat menjaga keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak
asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama.
Pertama, bagaimana pengaturan hak bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa
sebelum penetapan tersangka berdasarkan KUHAP baru? Kedua, bagaimana rekonstruksi
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pengaturan hak bantuan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap orang
yang diperiksa tanpa menghilangkan fleksibilitas penyidik dalam memperoleh informasi
awal? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan kedudukan hukum
seseorang yang diperiksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP baru serta merumuskan
model perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum, due process of
law, dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai
norma, asas, dan sistem yang mengatur hak bantuan hukum dalam proses peradilan pidana.
Penelitian difokuskan pada ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hak seseorang
yang diperiksa oleh penyidik sebelum diberikan status sebagai tersangka atau saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kajian ini bertujuan menilai kesesuaian
pengaturan tersebut dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan
due process of law. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan,
konseptual, perbandingan, dan kasus.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara
kewenangan penyidik memeriksa seseorang tanpa status hukum dengan ketentuan
mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan pendampingan advokat. Pendekatan
konseptual digunakan untuk menganalisis konsep bantuan hukum, kepastian status hukum,
due process of law, dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri
sendiri. Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat pengaturan hak pendampingan
hukum pada tahap awal pemeriksaan di beberapa negara, sedangkan pendekatan kasus
digunakan untuk mengkaji putusan dan proses pengujian konstitusional yang berkaitan
dengan norma tersebut.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta putusan dan risalah persidangan Mahkamah
Konstitusi. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan
pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta
sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran
dokumen hukum. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diidentifikasi, diinventarisasi,
dan diklasifikasikan berdasarkan isu kedudukan hukum orang yang diperiksa sebelum
penetapan tersangka, ruang lingkup hak bantuan hukum pada tahap awal pemeriksaan,
serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan tanpa menghambat efektivitas
penyidikan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi
gramatikal, sistematis, teleologis, dan konstitusional. Analisis juga dilakukan dengan
mengidentifikasi kesenjangan antara kewenangan penyidik dan perlindungan hak orang
yang diperiksa, kemudian ditarik kesimpulan melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian
disajikan secara deskriptif, analitis, dan preskriptif untuk merumuskan model pengaturan
hak bantuan hukum yang menjamin pemberitahuan tujuan pemeriksaan, hak memperoleh
pendampingan advokat, hak menolak memberikan keterangan yang memberatkan diri
sendiri, serta akibat hukum atas pemeriksaan yang dilakukan dengan melanggar hak
tersebut.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Bantuan Hukum terhadap Seseorang yang Diperiksa Sebelum
Penetapan Tersangka

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana membawa perubahan penting terhadap perlindungan hak dalam proses peradilan
pidana. Perubahan tersebut terlihat dari perluasan hak memperoleh jasa hukum, bantuan
hukum, dan pendampingan advokat yang tidak hanya diberikan kepada tersangka dan
terdakwa, tetapi juga kepada saksi, korban, pelapor, dan pengadu. Secara normatif,
pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHAP baru berupaya membangun sistem peradilan
pidana yang lebih seimbang antara kepentingan negara dalam melakukan penegakan
hukum dan kepentingan individu dalam mempertahankan hak-haknya.(Zlati, 2016)

KUHAP baru membedakan antara Jasa Hukum dan Bantuan Hukum. Jasa Hukum
mencakup konsultasi, pemberian kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan
tindakan hukum lain yang diberikan advokat untuk kepentingan hukum tersangka atau
terdakwa. Sementara itu, Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara
cuma-cuma oleh advokat atau pemberi bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa,
pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu.(Easton, 1998) Dengan demikian,
istilah bantuan hukum dalam pengertian teknis KUHAP baru lebih berkaitan dengan
pelayanan hukum tanpa biaya, sedangkan pendampingan advokat memiliki ruang lingkup
yang lebih luas dan tidak selalu bergantung pada keadaan ekonomi penerimanya.

Pasal 142 KUHAP baru memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk
memilih, menghubungi, dan memperoleh pendampingan advokat dalam setiap
pemeriksaan. Tersangka juga berhak diberitahu mengenai sangkaan dan hak-haknya,
memberikan atau menolak memberikan keterangan, serta memperoleh jasa hukum atau
bantuan hukum. Sementara itu, Pasal 143 memberikan hak kepada saksi untuk didampingi
advokat, memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari
pertanyaan yang menjerat, dan menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan
dirinya sendiri. Pasal 154 selanjutnya mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk
memberitahukan hak memperoleh bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, pelapor,
pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu(Daly et al., 2021).

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar hak prosedural dalam
KUHAP baru diberikan berdasarkan status hukum tertentu. Seseorang harus terlebih
dahulu ditempatkan sebagai tersangka, terdakwa, saksi, korban, pelapor, atau pengadu agar
dapat secara tegas menggunakan hak-hak yang dilekatkan pada status tersebut.
Permasalahan muncul ketika Pasal 22 ayat (1) memberikan kewenangan kepada penyidik
untuk memanggil atau mendatangi seseorang guna memperoleh keterangan tanpa terlebih
dahulu memberinya status sebagai tersangka atau saksi. Norma ini membentuk kategori
subjek yang hanya disebut sebagai “seseorang”, tetapi tidak menjelaskan kedudukan, hak,
kewajiban, dan batas pemeriksaannya(Pivaty, Beazley, Daly, Beckers, et al., 2021).

Ketidakjelasan tersebut semakin terlihat ketika Pasal 22 ayat (1) dibaca bersama
dengan Pasal 26 KUHAP baru. Pasal 26 menyatakan bahwa penyidik berwenang memanggil
tersangka dan/atau saksi untuk diperiksa, dengan menggunakan surat panggilan yang sah,
memberikan waktu yang wajar, dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Artinya,
norma umum mengenai pemanggilan dalam Pasal 26 hanya menyebut tersangka dan saksi,
sedangkan Pasal 22 ayat (1) memungkinkan pemanggilan seseorang yang belum berstatus
sebagai keduanya.

Hubungan kedua ketentuan tersebut menimbulkan setidaknya tiga persoalan.
Pertama, tidak jelas apakah “seseorang” dalam Pasal 22 ayat (1) tunduk pada mekanisme
pemanggilan tersangka atau saksi sebagaimana Pasal 26. Kedua, tidak jelas apakah orang
tersebut wajib memenuhi panggilan dan dapat dijemput apabila tidak hadir. Ketiga, tidak
jelas hak apa saja yang wajib diberikan kepadanya selama pemeriksaan. Apabila orang
tersebut bukan tersangka atau saksi, secara tekstual hak-hak dalam Pasal 142 dan Pasal 143
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belum melekat secara tegas kepadanya. Namun, apabila keterangannya digunakan dalam
penyidikan, ia telah memasuki suatu proses yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum
terhadap dirinya.(Pivaty, Beazley, Daly, De Vocht, et al., 2021) Norma Pasal 22 ayat (1) pada
dasarnya dapat dipahami sebagai upaya memberikan ruang kepada penyidik untuk
memetakan fakta sebelum menentukan kedudukan seseorang. Dalam proses penyidikan,
seseorang mungkin mempunyai informasi yang relevan, tetapi belum dapat dipastikan
apakah kedudukannya sebagai saksi, pihak yang tidak terlibat, atau orang yang diduga
sebagai pelaku. Penentuan status yang terlalu cepat dapat menimbulkan stigma,
memunculkan penilaian prematur, dan berpotensi menimbulkan sengketa mengenai
keabsahan penetapan tersangka.

Pandangan tersebut juga disampaikan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 2/PUU-
XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan ahli yang dihadirkan dalam
persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) diperlukan untuk
memberikan fleksibilitas kepada penyidik memperoleh informasi awal tanpa memberikan
status hukum secara prematur. (W. Verhoeven & Stevens, 2012)Menurut pandangan
tersebut, ketentuan Pasal 22 ayat (1) harus dibaca bersama Pasal 26 ayat (2), yang
mewajibkan adanya surat panggilan sah dan alasan pemanggilan yang jelas.

Argumentasi tersebut dapat diterima sepanjang pemeriksaan benar-benar ditujukan
untuk klarifikasi awal dan tidak digunakan untuk menghindari kewajiban pemberian hak
kepada tersangka. Namun, surat panggilan yang mencantumkan alasan pemanggilan belum
tentu sama dengan pemberitahuan mengenai kedudukan hukum dan risiko pemeriksaan.
Seseorang mungkin mengetahui perkara yang sedang diperiksa, tetapi tidak mengetahui
apakah penyidik menganggapnya hanya sebagai sumber informasi atau justru sedang
mendalami keterlibatannya sebagai pelaku. Oleh karena itu, persoalannya bukan semata-
mata tidak adanya status formal, tetapi tidak adanya jaminan bahwa orang tersebut
memahami posisi dan akibat hukum dari keterangan yang diberikannya. Dengan demikian,
Pasal 22 ayat (1) mengandung kesenjangan antara kewenangan pemeriksaan dan
perlindungan hak. Penyidik telah memperoleh kewenangan memanggil dan meminta
keterangan, tetapi KUHAP belum merumuskan secara tegas hak orang yang menjadi sasaran
kewenangan tersebut. Kesenjangan ini menempatkan seseorang dalam wilayah antara saksi
dan tersangka, sementara perlindungan yang tersedia dalam KUHAP baru masih dibangun
berdasarkan kedua status tersebut.

Problematika Perlindungan Hak pada Pemeriksaan Seseorang Tanpa Status
1. Ketergantungan hak pada status formal

Permasalahan mendasar dalam Pasal 22 ayat (1) adalah penggunaan pendekatan
berbasis status dalam menentukan berlakunya hak prosedural. Hak pendampingan advokat,
hak menolak memberikan keterangan, dan hak bebas dari pertanyaan menjerat secara tegas
diberikan kepada tersangka atau saksi. Sebaliknya, seseorang yang belum memperoleh
salah satu status tersebut tidak mempunyai dasar tekstual yang sama kuat untuk menuntut
hak-hak tersebut.

Pendekatan berbasis status mengandung asumsi bahwa risiko pelanggaran hak baru
muncul setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Asumsi ini tidak selalu tepat. Risiko
seseorang memberatkan dirinya sendiri justru dapat muncul sebelum penetapan tersangka,
yaitu ketika penyidik mulai mengajukan pertanyaan mengenai tindakan, komunikasi,
hubungan, transaksi, atau keberadaannya pada suatu peristiwa pidana.(W.-]. Verhoeven,
2018) Jawaban yang diberikan pada tahap tersebut dapat digunakan untuk
mengembangkan penyidikan, menemukan alat bukti lain, dan akhirnya menetapkan orang
tersebut sebagai tersangka.

Perlindungan hak seharusnya tidak hanya ditentukan oleh nama atau status yang
diberikan oleh penyidik, tetapi juga oleh sifat pemeriksaan dan risiko yang dihadapi orang
yang diperiksa.(Andi Cakra Cindrapole, 2025) Apabila pertanyaan telah diarahkan untuk
menguji kemungkinan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, secara substantif orang
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tersebut telah berada dalam posisi yang membutuhkan perlindungan, meskipun secara
administratif belum ditetapkan sebagai tersangka.

Tanpa pendekatan substantif tersebut, terdapat kemungkinan status “seseorang”
digunakan untuk menunda berlakunya hak tersangka. Penyidik dapat memperoleh
keterangan yang memberatkan sebelum menetapkan status tersangka, kemudian
menggunakan keterangan tersebut sebagai bagian dari dasar penetapan tersangka. Setelah
status diberikan, pendampingan advokat memang tersedia, tetapi perlindungan tersebut
menjadi terlambat karena informasi penting telah diperoleh pada pemeriksaan sebelumnya.
2. Risiko pelanggaran hak untuk tidak memberatkan diri sendiri

Hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri
merupakan salah satu unsur penting dalam proses peradilan yang adil. Hak tersebut
berkaitan dengan prinsip nemo tenetur se ipsum accusare, yang menempatkan beban
pembuktian pada negara dan melarang negara memaksa seseorang membantu
membuktikan kesalahannya sendiri(Schoovaerts et al.,, 2021).

Pasal 142 KUHAP baru memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan atau
menolak memberikan keterangan. Pasal 143 bahkan memberikan hak kepada saksi untuk
menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Akan tetapi,
jaminan tersebut tidak secara eksplisit diberikan kepada “seseorang” yang diperiksa
berdasarkan Pasal 22 ayat (1). Akibatnya, orang yang belum berstatus tersangka atau saksi
dapat berada dalam posisi yang lebih lemah daripada keduanya, meskipun ia menghadapi
risiko yang sama atau bahkan lebih besar.

Indonesia telah mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights
melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR menjamin
hak seseorang untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya
sendiri atau mengakui kesalahannya. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-
Bangsa juga menegaskan bahwa hak atas pembelaan yang efektif berkaitan dengan akses
yang segera kepada penasihat hukum.

Hak untuk tidak memberatkan diri sendiri tidak akan efektif apabila seseorang tidak
mengetahui bahwa ia berhak untuk diam atau menolak menjawab pertanyaan tertentu.
Dalam praktik, orang yang dipanggil oleh penyidik cenderung menganggap dirinya wajib
menjawab semua pertanyaan. Ketimpangan pengetahuan dan kewenangan antara penyidik
dan orang yang diperiksa dapat menyebabkan keterangan diberikan bukan karena
kesadaran penuh, melainkan karena tekanan situasional, rasa takut, atau ketidaktahuan
mengenai konsekuensi hukumnya(Kassin & Gudjonsson, 2004).

Kehadiran advokat pada tahap ini memiliki fungsi preventif. Advokat dapat
menjelaskan posisi hukum orang yang diperiksa, menilai pertanyaan yang berpotensi
memberatkan, mencegah intimidasi, dan memastikan agar pemeriksaan tidak berubah dari
klarifikasi menjadi pemeriksaan tersangka tanpa pemberitahuan hak. Karena ity,
pendampingan advokat tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan penyidikan,
melainkan sebagai instrumen untuk menjamin keandalan dan keabsahan keterangan.

3. Ketidakjelasan sifat wajib atau sukarela pemeriksaan

KUHAP baru belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai apakah seseorang
yang dipanggil berdasarkan Pasal 22 ayat (1) wajib hadir dan menjawab pertanyaan
penyidik. Kewajiban untuk hadir secara tegas dilekatkan kepada tersangka dan saksi.
Sementara itu, seseorang dalam Pasal 22 ayat (1) belum mempunyai salah satu status
tersebut(Kassin et al., 2010).

Apabila pemeriksaan bersifat wajib, orang yang dipanggil seharusnya memperoleh
perlindungan prosedural yang jelas karena negara menggunakan kewenangan untuk
memaksanya hadir dalam suatu proses hukum. Sebaliknya, apabila pemeriksaan bersifat
sukarela, penyidik wajib memberitahukan bahwa orang tersebut tidak wajib hadir, dapat
meninggalkan tempat pemeriksaan, dan dapat menghentikan pemberian keterangan.

Ketiadaan penjelasan mengenai sifat pemeriksaan dapat menciptakan kondisi seolah-
olah sukarela, tetapi pada kenyataannya mengandung tekanan. Surat panggilan dari aparat
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penegak hukum memiliki pengaruh psikologis yang kuat. Masyarakat pada umumnya tidak
membedakan antara undangan klarifikasi dan panggilan yang disertai konsekuensi hukum.
Apabila keadaan tersebut tidak disertai pemberitahuan yang jelas, persetujuan seseorang
untuk memberikan keterangan sulit dianggap sebagai persetujuan yang benar-benar bebas
dan berdasarkan pengetahuan yang cukup(Leo, 1996).

4. Ketidakjelasan kedudukan keterangan yang diberikan

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kedudukan hasil pemeriksaan. KUHAP baru
belum menjelaskan apakah keterangan orang yang diperiksa tanpa status akan dicatat
sebagai keterangan saksi, keterangan tersangka, atau sekadar informasi penyidikan.
Ketidakjelasan tersebut penting karena setiap jenis keterangan memiliki fungsi, prosedur
pengambilan, dan nilai pembuktian yang berbeda(Penney, 2012).

Apabila keterangan hanya dianggap sebagai informasi awal, seharusnya keterangan
tersebut tidak dapat secara langsung digunakan untuk membuktikan kesalahan orang yang
bersangkutan. Namun, informasi tersebut tetap dapat digunakan penyidik untuk
menemukan alat bukti lain. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bukti turunan
yang diperoleh berdasarkan keterangan yang diberikan tanpa pemberitahuan hak.(Penney,
2012) Apabila keterangan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penetapan
tersangka, terdapat pertanyaan apakah orang yang diperiksa dapat memperoleh salinan
berita acara, mengoreksi keterangannya, mencabut keterangannya, atau mengajukan
keberatan. Pasal 153 KUHAP baru mewajibkan pemberian salinan berita acara pemeriksaan
kepada tersangka, terdakwa, atau advokatnya. Namun, ketentuan tersebut tidak secara
tegas mengatur hak atas salinan bagi seseorang yang diperiksa sebelum memperoleh status
tersangka.

Keadaan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi. Penyidik menguasai
catatan pemeriksaan dan mengetahui bagaimana keterangan tersebut digunakan,
sedangkan orang yang diperiksa belum tentu mempunyai akses terhadap dokumen yang
memuat perkataannya sendiri. Apabila kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ia baru
mengetahui bahwa keterangan pada pemeriksaan awal menjadi bagian dari konstruksi
perkara yang diarahkan kepadanya.

5. Tidak adanya akibat hukum yang tegas

Hak prosedural membutuhkan akibat hukum apabila dilanggar. Tanpa akibat hukum,
kewajiban pemberitahuan hak dan pemberian pendampingan berisiko hanya menjadi
aturan administratif. KUHAP baru belum merumuskan secara tegas konsekuensi terhadap
keterangan yang diperoleh dari seseorang tanpa pemberitahuan mengenai hak untuk
didampingi advokat dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri(Kassin, 2012). Dalam
keadaan demikian, terdapat kemungkinan keterangan tetap digunakan selama dianggap
diberikan secara sukarela. Padahal, kesukarelaan tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya
kekerasan fisik. Kesukarelaan juga harus dilihat dari apakah seseorang mengetahui
kedudukannya, memahami risiko pemeriksaan, mengetahui haknya untuk diam, dan diberi
kesempatan berkonsultasi dengan advokat.

Apabila pelanggaran hak tidak memengaruhi keabsahan atau nilai keterangan, aparat
tidak memiliki dorongan yang cukup kuat untuk menjalankan perlindungan prosedural.
Sebaliknya, apabila keterangan yang diperoleh secara tidak sah dapat dikesampingkan oleh
hakim, perlindungan hak menjadi bagian nyata dari proses pembuktian.

Pemeriksaan Tanpa Status dalam Perspektif Due Process of Law

Prinsip due process of law menghendaki agar setiap tindakan negara yang dapat
memengaruhi kebebasan dan kedudukan hukum seseorang dilakukan berdasarkan aturan
yang jelas, prosedur yang adil, dan kesempatan yang memadai bagi orang tersebut untuk
mempertahankan haknya. Prinsip ini tidak hanya berlaku ketika perkara telah diperiksa di
pengadilan, tetapi sejak negara mulai menggunakan kewenangannya terhadap
seseorang(Soo, 2016).

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) juga menjamin
perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman
ketakutan. Kedua ketentuan tersebut mengharuskan agar pemeriksaan dalam perkara
pidana tidak menempatkan seseorang dalam keadaan tidak mengetahui kedudukan dan
haknya(Soo, 2017).

Penilaian terhadap Pasal 22 ayat (1) perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dua
kepentingan. Kepentingan pertama adalah efektivitas penyidikan. Penyidik membutuhkan
ruang untuk memperoleh informasi, memetakan keterlibatan para pihak, dan menghindari
pemberian status tersangka secara prematur. Kepentingan kedua adalah perlindungan
individu dari pemeriksaan yang dapat menghasilkan keterangan untuk menjerat dirinya
sendiri(Soo, 2018).

Tujuan memberikan fleksibilitas kepada penyidik merupakan tujuan yang sah.
Pemeriksaan awal dapat membantu penyidik membedakan orang yang hanya mengetahui
peristiwa dengan orang yang diduga terlibat. Pemberian status terlalu cepat juga dapat
merugikan nama baik seseorang dan meningkatkan risiko kesalahan penetapan tersangka.
Pandangan tersebut menjadi dasar argumentasi DPR dan Pemerintah dalam pengujian
Pasal 22 ayat (1) di Mahkamah Konstitusi. Namun, tujuan yang sah tidak otomatis membuat
seluruh cara yang digunakan menjadi dapat dibenarkan. Perlu diuji apakah pemeriksaan
tanpa status merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut dan apakah
terdapat alternatif yang lebih sedikit membatasi hak. Dalam konteks ini, penyidik tetap
dapat melakukan pemeriksaan awal tanpa harus menetapkan seseorang sebagai tersangka,
tetapi orang yang diperiksa dapat diberikan hak dasar yang bersifat netral terhadap
status(Mols, 2017).

Hak dasar tersebut dapat meliputi pemberitahuan mengenai tujuan pemeriksaan,
informasi mengenai dugaan peristiwa pidana yang sedang disidik, hak memperoleh
pendampingan advokat, hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan
dirinya sendiri, dan hak mengetahui apakah kehadirannya bersifat wajib atau sukarela.
Pemberian hak tersebut tidak memaksa penyidik menetapkan status tersangka, sehingga
tidak menghilangkan fleksibilitas penyidikan.(Cindrapole & Rosmini, 2024) Dengan
demikian, terdapat alternatif yang lebih seimbang daripada membiarkan seseorang
diperiksa tanpa status dan tanpa rumusan hak yang jelas. Perlindungan dapat diberikan
berdasarkan risiko pemeriksaan, bukan berdasarkan status formal. Ketika pertanyaan telah
mengarah pada dugaan keterlibatan orang yang diperiksa, hak atas pendampingan advokat
dan hak untuk diam harus segera berlaku.

Argumentasi bahwa Pasal 22 ayat (1) harus dibaca bersama Pasal 26 ayat (2) juga
belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Pasal 26 ayat (2) hanya mengharuskan surat
panggilan yang sah dan alasan pemanggilan yang jelas. Ketentuan tersebut tidak secara
langsung mengatur kewajiban memberitahukan potensi penggunaan keterangan, hak untuk
menolak menjawab, hak didampingi advokat, dan akibat hukum apabila pemeriksaan
berubah menjadi pemeriksaan terhadap calon pelaku.(Celiksoy, 2019) Selain itu, Pasal 26
ayat (1) secara tekstual hanya menyebut pemanggilan terhadap tersangka dan saksi. Oleh
karena itu, penggunaan Pasal 26 untuk melindungi seseorang yang belum mempunyai
kedua status tersebut justru memperlihatkan adanya ketidaksinkronan. Apabila seluruh
prosedur dalam Pasal 26 diberlakukan, orang tersebut secara substantif diperlakukan
seperti tersangka atau saksi, tetapi tanpa hak yang secara tegas diberikan kepada keduanya.

Berdasarkan prinsip due process of law, persoalan utama Pasal 22 ayat (1) bukanlah
semata-mata penggunaan istilah “seseorang”. Persoalan utamanya terletak pada tidak
adanya titik yang jelas mengenai kapan hak perlindungan mulai berlaku. Norma tersebut
dapat dipertahankan untuk menjaga fleksibilitas penyidikan, tetapi harus disertai
penafsiran atau perubahan yang menjamin bahwa ketidakjelasan status tidak berarti
ketiadaan hak.

Rekonstruksi Pengaturan Hak Bantuan Hukum Sebelum Penetapan Tersangka
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Rekonstruksi Pasal 22 ayat (1) harus menjaga keseimbangan antara perlindungan
hak individu dan Kkebutuhan penyidik memperoleh informasi. Oleh karena itu,
penyelesaiannya tidak harus berupa penghapusan kewenangan memeriksa seseorang tanpa
status. Mewajibkan penyidik menetapkan setiap orang sebagai tersangka, calon tersangka,
atau saksi sebelum pemeriksaan dapat mengurangi fleksibilitas dan menimbulkan
pemberian label hukum secara prematur.

Istilah “calon tersangka” juga tidak selalu menjadi pilihan yang tepat. Istilah tersebut
dapat menimbulkan stigma baru dan belum mempunyai batas yang jelas. Selain itu,
seseorang dapat saja dimintai informasi tanpa adanya dugaan bahwa ia terlibat.
Penggunaan status calon tersangka terhadap setiap orang justru dapat memperluas
pelabelan yang ingin dihindari oleh Pasal 22 ayat (1).

Pilihan yang lebih proporsional adalah membentuk perlindungan berbasis fungsi dan
risiko. Setiap orang yang dimintai keterangan dalam penyidikan harus memperoleh
seperangkat hak minimum. Hak tambahan sebagai tersangka kemudian berlaku apabila
penyidik telah menemukan dasar yang cukup untuk menduga keterlibatannya atau ketika
arah pertanyaan berpotensi memberatkan dirinya sendiri.

Pertama, penyidik wajib memberitahukan secara tertulis dan lisan mengenai tujuan
pemeriksaan. Pemberitahuan setidaknya memuat perkara yang sedang disidik, hubungan
orang tersebut dengan perkara sejauh yang telah diketahui, sifat wajib atau sukarela
kehadirannya, dan kemungkinan penggunaan keterangan dalam proses penyidikan.
Pemberitahuan ini tidak harus membuka seluruh strategi penyidikan, tetapi harus cukup
agar orang yang diperiksa memahami situasi hukumnya.

Kedua, setiap orang yang diperiksa harus diberi hak berkonsultasi dan didampingi
advokat. Hak tersebut sebaiknya tidak bergantung pada penetapan tersangka karena fungsi
advokat justru diperlukan untuk mencegah seseorang memberikan keterangan yang dapat
merugikan dirinya tanpa pemahaman hukum. Bagi orang yang tidak mampu dan
menghadapi risiko keterlibatan pidana, negara harus menyediakan bantuan hukum.

Ketiga, penyidik wajib memberitahukan hak untuk tidak memberikan jawaban yang
dapat memberatkan diri sendiri. Hak ini tidak berarti seseorang dapat menolak seluruh
pemeriksaan. Orang tersebut tetap dapat memberikan informasi umum dan keterangan
yang tidak menimbulkan risiko terhadap dirinya. Namun, ia tidak boleh dipaksa menjawab
pertanyaan yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk membuktikan
kesalahannya.

Keempat, diperlukan mekanisme penghentian sementara pemeriksaan ketika status
substantif orang yang diperiksa berubah. Apabila dalam proses pemeriksaan muncul
dugaan bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana, penyidik wajib menghentikan
pemeriksaan, memberitahukan perubahan arah pemeriksaan, dan memberikan kesempatan
berkonsultasi dengan advokat. Pemeriksaan hanya dapat dilanjutkan setelah hak-haknya
dijelaskan dan digunakan atau dilepaskan secara sah.

Kelima, pelepasan hak pendampingan advokat harus dilakukan secara sadar, bebas,
dan tercatat. Penolakan tidak cukup hanya dibuktikan dengan tanda tangan pada berita
acara. Penyidik harus memastikan bahwa orang tersebut memahami isi hak, fungsi advokat,
dan akibat dari penolakannya. Penolakan harus direkam secara audiovisual dan dapat
dicabut setiap saat selama pemeriksaan.

Keenam, seluruh pemeriksaan terhadap seseorang berdasarkan Pasal 22 ayat (1)
perlu direkam secara audiovisual. Rekaman berfungsi melindungi kedua belah pihak. Bagi
orang yang diperiksa, rekaman dapat membuktikan apakah telah terjadi tekanan,
pertanyaan menjerat, atau pengabaian hak. Bagi penyidik, rekaman dapat membuktikan
bahwa pemeriksaan telah dilakukan secara sah dan keterangan diberikan secara sukarela.

Ketujuh, orang yang diperiksa dan advokatnya harus berhak memperoleh salinan
berita acara pemeriksaan. Hak tersebut diperlukan agar orang yang diperiksa dapat
mengetahui isi keterangan yang dicatat, mengajukan koreksi apabila terdapat
ketidaksesuaian, dan mempersiapkan pembelaan apabila keterangannya kemudian
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digunakan dalam penetapan tersangka.

Kedelapan, harus ditentukan akibat hukum terhadap keterangan yang diperoleh
dengan melanggar hak. Keterangan yang diberikan tanpa pemberitahuan hak, setelah
pemeriksaan secara substantif mengarah pada dugaan keterlibatan, tidak seharusnya dapat
digunakan sebagai dasar utama untuk membuktikan kesalahan orang tersebut. Hakim harus
diberi kewenangan mengesampingkan keterangan dan menilai keabsahan bukti turunan
yang diperoleh dari pelanggaran tersebut.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa hak membutuhkan pemulihan
yang efektif. Directive 2013/48/EU, misalnya, mengharuskan tersedianya upaya hukum
yang efektif apabila hak atas advokat dilanggar dan menghendaki agar hak pembelaan serta
keadilan proses diperhatikan dalam penilaian keterangan atau bukti yang diperoleh melalui
pelanggaran tersebut.

Berdasarkan konstruksi tersebut, Pasal 22 ayat (1) dapat dirumuskan kembali
sebagai berikut:

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi
seseorang guna memperoleh keterangan tanpa terlebih dahulu menetapkan orang
tersebut sebagai tersangka atau saksi. Sebelum memperoleh keterangan, penyidik
wajib memberitahukan tujuan pemeriksaan, sifat kehadiran, hak memperoleh
pendampingan advokat, dan hak menolak memberikan keterangan yang dapat
memberatkan dirinya sendiri. Dalam hal selama pemeriksaan terdapat dugaan bahwa
orang tersebut terlibat dalam tindak pidana, penyidik wajib menghentikan
pemeriksaan sementara dan memberikan seluruh hak yang berkaitan dengan
pembelaan sebelum pemeriksaan dilanjutkan.”

Rumusan tersebut mempertahankan kewenangan penyidik melakukan klarifikasi dan
pemetaan fakta, tetapi menutup ruang pemeriksaan tanpa perlindungan. Penyidik tidak
dipaksa menetapkan status secara prematur, sedangkan orang yang diperiksa tidak
kehilangan hak hanya karena belum diberikan status formal.

Rekonstruksi ini mengubah dasar pemberian perlindungan dari pendekatan berbasis
status menjadi pendekatan berbasis risiko. Hak pendampingan advokat mulai berlaku
bukan hanya setelah penetapan tersangka, tetapi ketika tindakan pemeriksaan secara wajar
dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi orang yang diperiksa. Dengan demikian,
fleksibilitas penyidikan dan perlindungan hak tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat
berjalan bersamaan melalui pemberitahuan yang jelas, pendampingan hukum, penghentian
pemeriksaan ketika arah status berubah, perekaman pemeriksaan, dan akibat hukum yang
efektif. Berdasarkan keseluruhan analisis, ketentuan Pasal 22 ayat (1) tidak dengan
sendirinya bertentangan dengan prinsip due process of law. Persoalan konstitusional
muncul apabila norma tersebut ditafsirkan sebagai kewenangan memeriksa seseorang
tanpa kewajiban memberikan hak minimum. Ketidakjelasan status tidak boleh diartikan
sebagai ketiadaan perlindungan. Semakin tidak jelas kedudukan seseorang, semakin
penting kewajiban negara untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan dan menjamin agar
keterangan tidak diperoleh melalui ketidaktahuan, tekanan, atau pengabaian hak
pembelaan.

KESIMPULAN

Pengaturan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik
untuk memanggil atau mendatangi seseorang guna memperoleh keterangan tanpa terlebih
dahulu menetapkannya sebagai tersangka atau saksi. Ketentuan ini bertujuan memberikan
fleksibilitas kepada penyidik dalam memperoleh informasi awal dan mencegah penetapan
status hukum secara prematur. Namun, norma tersebut menimbulkan ketidakjelasan
mengenai kedudukan, hak, kewajiban, serta nilai keterangan yang diberikan oleh orang
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yang diperiksa. Hal ini terjadi karena hak pendampingan advokat, hak untuk menolak
memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri, dan berbagai perlindungan
prosedural dalam KUHAP baru masih dilekatkan pada status formal sebagai tersangka atau
saksi. Akibatnya, seseorang dapat memberikan keterangan yang kemudian digunakan untuk
menetapkannya sebagai tersangka sebelum memperoleh perlindungan hukum yang
memadai. Pemeriksaan seseorang tanpa status tidak secara langsung bertentangan dengan
prinsip due process of law, sepanjang pemeriksaan tersebut disertai jaminan perlindungan
hak yang jelas dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang
mengubah pendekatan berbasis status menjadi pendekatan berbasis risiko pemeriksaan.
Setiap orang yang dimintai keterangan harus diberitahukan mengenai tujuan dan sifat
pemeriksaan, diberikan hak untuk berkonsultasi dan didampingi advokat, serta dijamin
haknya untuk tidak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.
Apabila arah pemeriksaan mulai menunjukkan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana,
penyidik wajib menghentikan pemeriksaan sementara dan memberikan seluruh hak
pembelaan sebelum pemeriksaan dilanjutkan. Selain itu, pemeriksaan harus direkam, orang
yang diperiksa berhak memperoleh salinan berita acara, dan keterangan yang diperoleh
melalui pelanggaran hak harus dapat dikesampingkan dalam proses pembuktian. Model
tersebut dapat menjaga keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak
asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.
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